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1. PENDAHULUAN

Tulisan i mengkaji dinamika dan peran indoktrinasi
dalam ranah pendidikan politik, khususnya dalam
konteks pendidikan formal dan media digital di
Indonesia. Penelitian ini bertolak dari keprihatinan atas
praktik pendidikan politk yang kerap kehilangan
karakter knitisnya dan  bergeser menjadi  alat
penanaman  ideologi  secara  sepihak.  Melalur
pendekatan kualitatif deskriptif; artikel inr menganalisis
bagaimana proses mdoktrinasi dilakukan dalam sistem
pendidikan, peran media massa dan media sosial
sebagar agen indoktrinasi modern, serta dampaknya
terhadap pembentukan identitas politik, nilai, dan
perilaku  peserta didik. Hasil kajian menunjukkan
bahwa ndoktrinasi memiliki potensi besar dalam
membentuk kesetiaan ideologis tanpa ruang bagi nalar
knitis, yang pada gilirannya dapat menghambat
perkembangan demokrasi yang sehat. Meski demikian,
resistensi terhadap indoktrinasi tetap dimungkinkan
melalui  penguatan  kapasitas  berpikir kritis, akses
mformasi yang beragam, dan lingkungan sosial yang
inklusif, Arttkel ini merekomendasikan perlunya
pembaruan paradigma pendidikan polittk yang lebih
demokratis dan reflektif;, guna menumbuhkan warga
negara yang cakap dan berpandangan luas dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Pendidikan Polittk, Indoktrinasi, Identtas
Politik.

Pendidikan politik memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran warga negara

terhadap hak, kewajiban, dan peran mereka dalam sistem demokrasi. Dalam 1dealnya,

pendidikan politik seharusnya menjadi wahana untuk mengembangkan daya kritis, sikap

mklusif, dan kemampuan partisipatif warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
(Suhendar et al., 2026; Taufika et al., 2026). Namun, dalam praktiknya, pendidikan
politik tidak jarang berubah menjadi alat indoktrinasi ideologis, yakni suatu proses
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penanaman nilar dan keyakinan tertentu secara septhak tanpa memberikan ruang untuk
berpikir kritis (Suhendar, Taufika, et al., 2023; Zembylas, 2022).

Indoktrinasi dalam konteks pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses sistematis
yang dilakukan untuk membentuk pemikiran, sikap, dan perilaku seseorang agar sesuai
dengan 1deologi tertentu, yang kerap disampaikan tanpa membuka ruang untuk dialog
dan perbedaan pendapat (Hutabarat et al., 2024). Dalam sejarah Indonesia, praktik
indoktrinasi ini sangat nyata, seperti pada masa Orde Lama dengan penerapan ideologi
Manipol-USDEK, serta pada masa Orde Baru yang menekankan pelajaran moral
Pancasila secara tunggal dan non-kritis (Saragih et al., 2025; Suprayogi et al., 2024). Upaya
i bertuyjuan menciptakan warga negara yang loyal terhadap negara, tetapi sering kali
mengorbankan kebebasan berpikir peserta didik. Kemajuan teknologi informasi
memperluas dimensi indoktrinasi politik, dengan media massa dan media sosial menjadi
mstrumen penyebaran narasi ideologis yang cepat dan luas. Dalam konteks ini,
mdoktrinasi tidak hanya terjadi dalam ruang kelas formal, tetapi juga dalam ruang publik
digital yang sarat dengan disinformasi, framing berita, dan agenda polik tertentu
(Neundorf et al., 2024; Rea, 2022).

Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana praktik indoktrinasi
dalam pendidikan politik dapat mempengaruhi pembentukan identitas politik, nilai, dan
perilaku siswa. Lebih dari itu, penting pula mengeksplorasi bagaimana sikap resistensi
dapat muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi dominan, terutama melalul
penguatan literasi politk dan daya kritis dalam masyarakat. Indoktrinasi dalam
pendidikan politik merujuk pada proses sistematis yang dilakukan oleh rezim atau institusi
untuk menyelaraskan nilai-mlai dan pandangan politik warga negara dengan ideologi yang
dominan. Proses in1 sering kali dilakukan melalu1 pendidikan formal dan media massa,
dengan tujuan membentuk kesetiaan dan kepatuhan terhadap rezim yang berkuasa.

Neundorf et al. (2024) dalam studi mereka "Varieties of Indoctrination: The
Politicization of Education and the Media around the World" menekankan bahwa
indoktrinasi adalah proses sosialisasi yang dipimpin oleh rezim untuk meningkatkan
kesesuaian antara pandangan dan prinsip rezim dengan warga negaranya. Mereka
mengembangkan dan memvalidasi dataset V-Indoc yang mencakup 160 negara dari tahun
1945 hingga sekarang, yang memungkinkan analisis empiris baru tentang penyebab dan
konsekuenst  indoktrinasi.Indoktrinasi  merupakan  proses  sistematis  dalam
menyampaikan ajaran atau ideologi tertentu kepada individu dengan tujuan membentuk
kesetiaan dan kepatuhan yang bersifat mutlak. Secara etimologis, 1stilah 11 berasal dari
bahasa Latin indoctrinare, yang berarti 'mengajarkan ke dalam, dan berkembang menjadi
konotasi negatif ketika dikaitkan dengan pembatasan terhadap pemikiran kritis (Snook,
2024).

Dalam konteks ini1, indoktrinasi tidak terbatas pada rezim otoriter saja, tetapi juga dapat
terjadi dalam sistem demokrasi. Hal in1 menunjukkan bahwa pendidikan politik dapat
digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol narasi politik,
terlepas dari jenis rezim yang berkuasa. Selain itu, studi oleh Dong & Dong (2023) dalam
"Authoritarian Recursions: How Fiction, History, and Al Reinforce Control in Education,

Warfare, and Discourse" menunjukkan bahwa integrasi teknologi, seperti kecerdasan
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buatan, dalam sistem pendidikan dapat memperkuat kontrol ideologis dan mengurangi
otonomi intelektual peserta didik. Hal in1 menyoroti pentingnya pengawasan dan
transparansi dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk mencegah potensi
indoktrinasi. Dalam konteks pendidikan politik, indoktrinasi sering dipandang sebagai
strategl non-kekerasan yang digunakan oleh negara atau kelompok tertentu untuk
memastikan kepatuhan ideologis masyarakat, terutama melalui sistem pendidikan (Khan,
2026; Tetteh & Edgell, 2026). Proses in1 mencakup pembatasan akses terhadap perspektif
alternatif dan menekankan satu sudut pandang politik sebagai satu-satunya kebenaran
yang sah. D1 Indonesia, praktik i1 telah berakar sejak masa kolonial melalui politik etis,
dan semakin berkembang pada masa Orde Lama dan Orde Baru melalu1 penyusunan
kurikulum 1ideologis seperti Manipol-USDEK dan penataran P4 (Fauzi et al., 2024;
Khaeruddin, 2024). Tujuan utama dari proses indoktrinasi im1 adalah menciptakan warga
negara yang loyal terhadap rezim yang berkuasa dan membentuk stabilitas ideologis dalam
masyarakat.

Pendidikan dalam pengertian luas adalah proses pengembangan potensi individu
secara sadar dan sistematis. Fungsi utama pendidikan meliputi pembentukan karakter,
peningkatan kapasitas telektual, dan penanaman nilai-nilai sosial yang mendukung
kehidupan bermasyarakat (Suhendar & Saragih, 2025; Utamirohmahsari, 2024). Dalam
konteks politik, pendidikan berperan sebagai media pembentukan kesadaran politik dan
1dentitas kewarganegaraan. Namun, ketika pendidikan dijadikan alat untuk menyebarkan
satu 1deologl tertentu tanpa memberl ruang bagi pemikiran kritis dan keberagaman
pandangan, maka 1a berpotensi menjadi sarana indoktrinasi. Hal in1 dapat menyebabkan
homogenisasi pola pikir dan menghambat terbentuknya masyarakat yang pluralis dan
demokratis.

Politik, sebagaimana didefinisikan oleh Aristoteles, adalah seni mengatur masyarakat
untuk mencapai kebaikan bersama (bonum commune). Dalam pandangan modern,
politk mencakup pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, serta pengelolaan
konflik dan sumber daya dalam masyarakat (Dai et al., 2025; Patonia, 2025). Tujuan
pendidikan politik dalam sistem demokrasi adalah untuk menciptakan warga negara yang
sadar hak dan kewajibannya, mampu berpikir kritis, serta berpartisipasi aktif dalam
kehidupan politik. Pendidikan yang baik harus memberikan ruang bagi peserta didik
untuk mengeksplorasi berbagai pandangan politk dan tidak sekadar menjadi alat
penguasa dalam membentuk kesetiaan ideologis (Zhao & Zhang, 2025).

2. METODE

Penelitian in1 menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan
memahami fenomena indoktrinasi dalam pendidikan politik, khususnya dalam konteks
pendidikan formal dan peran media digital di Indonesia (Creswell, 2021). Pendekatan i1
dipilih karena memberikan ruang untuk memahami makna dan dinamika sosial-politik
secara mendalam berdasarkan interpretasi terhadap data teks dan narasi. Pengumpulan
data dilakukan melalu studi pustaka terhadap referensi yang mendukung analisis tentang
indoktrinasi politik, baik dalam konteks historis (masa Orde Lama dan Orde Baru)
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maupun kontemporer (era reformasi dan digital). Data sekunder yang diperoleh
kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema analitis seperti bentuk indoktrinasi, media

indoktrinasi, dampaknya terhadap siswa, dan strategi resistensi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indoktrinasi dalam Pendidikan Politik: Antara Edukasi dan Kontrol Ideologis

Indoktrinasi dalam pendidikan polittk merupakan proses sistematis yang digunakan
oleh rezim atau institusi untuk menyelaraskan nilai-nilai dan pandangan politik warga
negara dengan 1deologi yang dominan. Proses i sering kali dilakukan melalu
pendidikan formal dan media massa, dengan tujuan membentuk kesetiaan dan kepatuhan
terhadap rezim yang berkuasa.

"Varieties of Indoctrination: The Politicization of Education and the Media around the
World" menekankan bahwa indoktrinasi adalah proses sosialisasi yang dipimpin oleh
rezim untuk meningkatkan kesesuaian antara pandangan dan prinsip rezim dengan warga
negaranya. Mereka mengembangkan dan memvalidasi dataset V-Indoc yang mencakup
160 negara dari tahun 1945 hingga sekarang, yang memungkinkan analisis empiris baru
tentang penyebab dan konsekuensi indoktrinasi (Neundorf et al., 2024). Dalam konteks
i, indoktrinasi tidak terbatas pada rezim otoriter saja, tetapi juga dapat terjadi dalam
sistem demokrasi. Hal in1 menunjukkan bahwa pendidikan politik dapat digunakan
sebagail alat untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol narasi politik, terlepas
dari jenis rezim yang berkuasa.

Pendidikan politik pada dasarnya bertuyjuan untuk membekali individu dengan
pemahaman tentang sistem politik, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta
cara berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dalam konteks in1, pendidikan politk yang
efektif memfokuskan pada pemberian informasi yang objektf dan pengembangan
pemikiran kritis, sehingga individu dapat membuat keputusan politik yang bijaksana.
Melalu1 pendidikan politik, masyarakat diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip
dasar demokrasi, hak asasi manusia, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan
bernegara. Oleh karena itu, pendidikan politk seharusnya bertujuan untuk
mencerdaskan dan menguatkan kapasitas individu dalam berpikir secara rasional dan
analitis (Sahi, 2024).

Namun, dalam praktiknya, pendidikan politik sering kali terjebak dalam ranah
indoktrinasi, yaitu proses penyebaran ideologi yang dikendalikan oleh kekuasaan politik
tertentu. Indoktrinasi politik mi1 tidak memberikan ruang bagi pemikiran kritis atau
perspektif alternatif. Sebaliknya, 1a berfungsi untuk memperkuat kontrol ideologis dari
kelompok dominan dengan cara memanipulasi pemahaman dan perilaku warga negara.
Dalam konteks i, pendidikan polittk bukan lagt berfokus pada pengembangan
kemampuan berpikir, tetapi lebih pada pematuhan terhadap sistem dan ideologi yang
ada. Oleh karena itu, indoktrinasi dalam pendidikan politik seringkali disertai dengan
penggunaan propaganda, penyensoran informasi, dan pembatasan kebebasan berpikir
(Moilanen & Huttunen, 2025). Perbedaan mendasar antara edukasi dan mdoktrinasi
dalam pendidikan politik terletak pada tujuan dan cara penyampaiannya. Edukasi politik
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berorientasi pada pembentukan individu yang sadar akan hak-haknya dan mampu
berpartisipasi aktif dalam demokrasi, sementara indoktrinasi berorientasi pada
pencapaian kepatuhan terhadap ideologi tertentu tanpa memberi kesempatan untuk
mempertanyakan atau menganalisisnya secara kritis. Dalam pendidikan yang mengarah
pada indoktrinasi, materi yang diajarkan lebih banyak bersifat septhak dan mengabaikan
kebebasan berpikir. Dalam hal i, pendidikan politik digunakan sebagai alat untuk
mempertahankan status quo kekuasaan dengan membentuk persepsi dan perilaku politik
yang sejalan dengan kepentingan elit (Jaraisy & Agbaria, 2026).

Indoktrinasi dalam pendidikan politik seringkali terjadi dalam masyarakat dengan
sistem otoriter atau totaliter, di mana penguasa memiliki kendali penuh atas informasi
dan cara-cara pendidikan. Dalam sistem semacam ini, pendidikan politik lebih banyak
digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan memperkuat legitimasi penguasa
melalui mekanisme i1deologis yang bersifat manipulatif. Sebagai contoh, rezim otoriter
sering kali mengontrol kurikulum pendidikan untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang
diajarkan selaras dengan ideologi negara, dan membatasi atau bahkan melarang ajaran
yang bertentangan dengan kekuasaan yang ada. Akibatnya, proses pendidikan politik
tidak lagi berfungsi sebagai wahana pembelajaran yang bebas dan terbuka, melainkan
sebagai alat pengawasan dan kontrol sosial (Habibah et al., 2025).

Perspektig Global, Peran Guru dan Tantangan Teknologi dalam Indoktrinasi Pendidikan
Polititk

Indoktrinasi dalam pendidikan polittk bukan fenomena yang eksklusif terjadi di
Indonesia. Negara-negara lain menunjukkan variasi dalam tingkat dan bentuk
indoktrinasi. D1 Korea Utara, pendidikan politk berfungsi sebagai alat legitimasi
kekuasaan absolut, dengan kurikulum yang sepenuhnya diarahkan untuk membentuk
loyalitas mutlak terhadap rezim (Suhendar, Syam, et al., 2023; Zefhildaa, 2025).
Sebaliknya, negara-negara Skandinavia seperti Finlandia menekankan pendidikan
kewarganegaraan berbasis dialog, keberagaman, dan refleksi kritis atas kebyjakan publik,
yang justru memperkuat partisipasi dan kepercayaan publik dalam demokrasi (Kalev et
al., 2025). Perbandingan i1 menunjukkan bahwa tingkat indoktrinasi sangat dipengaruhi
oleh struktur politik dan kebebasan akademik yang dijamin oleh negara.

Guru memainkan peran sentral sebagal penghubung antara kebyjakan kurikulum dan
pengalaman belajar peserta didik. Namun, dalam konteks sistem pendidikan yang
terpusat dan normatif, kebebasan pedagogis guru sering kali dibatasi. Hal im berdampak
pada kecenderungan guru untuk mereproduksi wacana dominan tanpa membangun
ruang diskusi kritis di kelas. D1 sisi lain, guru yang memiliki kesadaran pedagogis dan
reflektif mampu membangun pendidikan politik yang membebaskan, dengan membuka
ruang dialektika dan menumbuhkan keberanian siswa untuk mempertanyakan
kekuasaan. Oleh karena itu, pelatthan guru yang berbasis pada pedagogi kritis perlu
diperkuat agar mereka tidak sekadar menjadi perpanjangan tangan ideologi negara.

Kemajuan teknologi informasi dan kecerdasan buatan membawa tantangan baru
dalam praktik indoktrinasi. Algoritma media sosial yang berbasis preferensi pengguna
berpotensi menciptakan ruang gema (echo chamber) yang memperkuat bias polittk dan
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menghambat keberagaman informasi (Ahmmad et al., 2025). Selain 1tu, sistem
pembelajaran berbasis Al yang tidak transparan dalam pengelolaan data dan kurikulum
dapat digunakan untuk mengarahkan opini politik secara halus dan sistematis (Acar et al.,
2024). Oleh karena itu, penting bagi pengambil kebijakan pendidikan untuk menerapkan
prinsip-prinsip etika, akuntabilitas, dan hterasi digital dalam penggunaan teknologi di
ruang kelas, agar Al berperan sebagai alat emansipasi, bukan kontrol ideologis.

Refleksi Kurikulum Politik Indonesia: Dari Manipol-USDEK ke Era Digital

Sejarah pendidikan politik di Indonesia menunjukkan bahwa kurikulum tidak pernah
sepenuhnya bebas dart kepentingan ideologis penguasa. Pada masa Orde Lama,
pendidikan politik sangat dipengaruhi oleh 1deologi presiden saat itu, yakni Manipol-
USDEK (Manifesto Politik - UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin,
Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Ideologl i secara sistematis
dunternalisasikan dalam sistem pendidikan melalui pelajaran-pelajaran kewarganegaraan
dan forum-forum politik di sekolah, yang menekankan kesetiaan terhadap pemimpin dan
arah politik negara. Pendidikan dijadikan alat pembentukan loyalitas ideologis dan bukan
pengembangan nalar kritis warga negara (Le$, 2024).

Memasuki masa Orde Baru, arah kurikulum pendidikan politik berubah namun tetap
berada dalam bingkai kontrol negara. Rezim Soeharto menggantikan Manipol-USDEK
dengan pendekatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Program i
mewajibkan siswa dan masyarakat untuk mengikuti penataran ideologi yang disusun
secara monolitik, menolak keragaman tafsir terhadap nilai-nilai Pancasila. Kurikulum
yang diterapkan di sekolah saat itu menekankan kepatuhan, stabilitas, dan antikritik
terhadap pemerintah. Upaya mi sejalan dengan prinsip sentralisasi pendidikan dan
pembungkaman wacana alternatif, yang merupakan karakteristik pendidikan politik
otoriter (Weigele & Brandt, 2022).

Reformasi 1998 menandai perubahan besar dalam struktur politik Indonesia,
termasuk dalam sistem pendidikan. Kurikulum mulai didesentralisasi dan keterbukaan
informast mulai diakomodasi. Namun, reformasi i belum sepenuhnya mampu
menghapus praktik indoktrinatif dalam pendidikan politik. Kurikulum masih sering kali
menampilkan narasi sejarah versi negara dan mengabaikan perspektif minoritas atau
oposisi politik. Upaya untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang demokratis
juga belum konsisten, dan sering terhambat oleh pergantian kebijakan yang bersifat politis
dan pragmatis (Suhendar et al., 2024).

Di era digital, kurikulum pendidikan politk menghadapi tantangan baru. Arus
imformasi yang sangat cepat dan tidak terbatas memperluas sumber pembelajaran di luar
ruang kelas. Di satu sisi, i1 membuka ruang bagi literasi politk yang lebih luas dan
mklusif. Namun di sisi lain, minimnya kemampuan literasi digital dan rendahnya budaya
berpikir kritis membuat generasi muda rentan terhadap indoktrinasi baru melalui media
sosial dan algoritma digital. Kurikulum sekolah masih cenderung belum responsif
terhadap realitas in1, dan lebih banyak terfokus pada hafalan ketimbang pemahaman
substantif atas 1su-isu politik kontemporer (Baihaki, 2025).
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Untuk menjawab tantangan zaman, diperlukan reformulasi kurikulum pendidikan
poliik yang menekankan pada pengembangan pemikiran reflektf, keberagaman
pandangan politik, dan partisipasi aktif siswa dalam praktik demokrasi. Kurikulum harus
mampu mengakomodasi perspektif lintas ideologi, sejarah kritis, serta membekali siswa
dengan kemampuan menilai informasi politik secara objektif. Selain itu, integrasi
teknologi digital ke dalam kurikulum harus didesain secara etis dan akuntabel, agar tidak
menjadi alat baru indoktrinasi, melainkan wahana pembebasan mtelektual.

Indoktrinasi Pendidikan Politik dalam Fra Media Sosial dan Demokrasi Digital

Perkembangan media sosial dan platform digital telah mengubah secara fundamental
cara indoktrinasi pendidikan politik dilakukan di era kontemporer. Berbeda dengan era-
era sebelumnya di mana indoktrinasi dilakukan secara terpusat melaluir kurikulum dan
media massa yang dikontrol ketat, era digital memungkinkan proliferasi sumber-sumber
informasi politik yang lebih beragam namun juga lebih sulit dikontrol. Fenomena i
menciptakan paradoks dalam pendidikan politik: di satu sisi, masyarakat khususnya
generasl muda memiliki akses yang lebih luas terhadap perspektif politik yang beragam;
di sisi lain, algoritma media sosial yang berbasis preferensi cenderung menciptakan ruang
gema (echo chamber) yang justru mempersempit wawasan politik mereka (Noviana, 2026;
Rustandi et al., 2024). Polarisasi opini dalam media sosial menjadi tantangan baru bagi
pendidikan politik yang emansipatoris, karena seringkali membuat pengguna terjebak
dalam lingkaran informasi yang hanya mengonfirmasi bias polittk yang sudah ada
sebelumnya (Suhendar et al., 2023).

Indoktrinasi politik dalam platform digital seringkali bersifat lebih halus dan tidak
mudah dideteksi dibandingkan dengan bentuk-bentuk tradisionalnya. Narasi politik
disampaikan melalui konten yang tampak netral atau bahkan menghibur, seperti meme,
video pendek, atau infografis yang tersebar luas di berbagai platform. Strategi komunikasi
politik yang diadaptasi untuk era digital ini memanfaatkan emosi dan 1dentitas sebagai
penggerak utama keterlibatan pengguna (user engagement), yang pada gilirannya
membuat proses indoktrinasi menjadi lebih personal dan efektif (Mahardika et al., 2025).
Dampaknya terutama signifikan pada kelompok remaja dan dewasa muda yang masih
dalam proses pembentukan identitas politik, karena kelompok ini menghabiskan
sebagian besar waktu mereka di platform digital dan cenderung lebih rentan terhadap
manipulasi informasi.

Dalam konteks ini1, fenomena algorithmic governance menjadi perhatian khusus dalam
studi indoktrinasi politk kontemporer. Sistem rekomendasi berbasis algoritma yang
digunakan oleh platform media sosial tidak hanya mempengaruhi informasi apa yang
dilihat oleh pengguna, tetapi juga secara tidak langsung membentuk pemahaman dan
preferensi politik mereka melalui proses eksposur selektif (Diharsono & Mihardja, 2026).
Berbeda dengan indoktrinasi tradisional yang mengandalkan otoritas terpusat,
mdoktrinasi algoritmik berlangsung melalui personalisasi konten yang mengarah pada
fragmentasi publik menjadi kelompok-kelompok kecil dengan pandangan politik yang
homogen dan seringkali ekstrem. Fenomena ini menantang paradigma pendidikan politik
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konvensional yang masih bertumpu pada asumsi adanya ruang publik yang relatif
homogen dan terjangkau oleh strategl pedagogis yang seragam.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam indoktrinasi politk era digital adalah
fenomena post-truth politics dan disinformasi terstruktur. Kebenaran faktual sebagai
landasan diskursus politik semakin tergantikan oleh narasi emosional dan identitas yang
lebih mudah dimanipulasi untuk tujuan indoktrinatif (McIntyre, 2018). Pemerintah dan
aktor politk non-negara di berbagai belahan dunia telah mendokumentasikan
penggunaan 'tentara siber" (cyber troops) untuk menyebarkan propaganda politik,
menyerang lawan politik, dan memanipulasi opini publik (Bradshaw & Howard, 2019).
Praktik in1 menjadi tantangan serius bagi upaya membangun pendidikan politik yang kritis
dan berbasis pada pemahaman fakta yang akurat, karena lingkungan informasi yang
didominasi oleh disinformasi justru mendorong skeptisisme berlebithan atau bahkan
sinisme politik di kalangan warga negara.

Namun demikian, era digital juga menawarkan peluang untuk mengembangkan
resistensi terhadap indoktrinasi politik. Platform digital memungkinkan terciptanya
komunitas belajar yang lebih inklusif dan beragam, di mana pendidikan politik dapat
berlangsung melalui pertukaran ide yang lebih demokratis (Nurjaman, 2025). Gerakan
literasi digital yang berkembang di berbagai negara menunjukkan potensi transformatif
dan pendekatan pendidikan yang berpusat pada penguatan kapasitas kritis warga dalam
menghadapi arus informasi di era digital. Model pendidikan politik semacam i
menekankan pada pemahaman mekanisme kerja media digital dan kemampuan
mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, yang merupakan keterampilan esensial
untuk mengembangkan ketahanan terhadap indoktrinasi politik di era post-truth.

Indoktrinasi, Identitas Politk,dan = Dampaknya pada Partisipasi
Demokratis

Salah satu konsekuensi paling signifikan dart indoktrinasi dalam pendidikan politik
adalah dampaknya terhadap pembentukan identitas politik individu dan kelompok.
Identitas politk dapat didefinisikan sebagai pemahaman subjektif seseorang tentang
dirinya dalam kaitannya dengan kelompok politik tertentu, yang mencakup nilai,
keyakinan, dan afiliasi yang membentuk cara mereka memahami dan berinteraksi dalam
lingkungan politik (Sulaeman, 2022). Dalam konteks indoktrinasi, identitas politik
dibentuk bukan melalui eksplorasi reflektif terhadap berbagai perspektif, melainkan
melalui internalisasi narasi dominan yang ditanamkan oleh struktur kekuasaan. Proses ini
seringkali menghasilkan identitas politk yang kaku, sulit menerima perbedaan, dan
rentan terhadap mobilisasi oleh elit politk untuk tujuan yang mungkin bertentangan
dengan kepentingan demokratis yang lebih luas.

Studi lintas negara menunjukkan korelasi yang kuat antara pendidikan politik yang
mdoktrinatif dengan tipe partisipasi politik yang cenderung homogen dan mobilisasional,
bukan otonom dan deliberatif (Neundorf et al., 2024). Di negara-negara dengan indeks
imdoktrinasi politik yang tinggl, partisipasi warga negara dalam proses politik cenderung
bersifat formal dan ritualistik, seperti kehadiran dalam pemilihan umum atau acara-acara
kenegaraan, namun minim dalam bentuk keterlibatan substantif seperti pengawasan kritis
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terhadap kebijakan pemerintah atau advokasi berbasis komunitas (Nasoha et al., 2025).
Ketimpangan dalam kualitas partisipast demokratis in1 berdampak pada legitimasi sistem
politik secara keseluruhan dan menghambat konsolidasi demokrasi yang bermakna.

Dalam konteks Indonesia, pengalaman historis dengan sistem pendidikan politik yang
bernuansa indoktrinatif pada masa Orde Lama dan Orde Baru telah meninggalkan jejak
dalam cara generasi yang berbeda memandang peran mereka dalam politik. Studi
longitudinal oleh Aspinall & Mietzner (2019) mengidentifikasi perbedaan signifikan
dalam orientasi politik antara generasi yang mengalami pendidikan politik pada masa
otoritarianisme dengan generasi yang tumbuh di era reformasi. Generasi yang terpapar
pendidikan politik indoktrinatif cenderung menunjukkan tingkat kesadaran politik yang
lebih rendah, kepercayaan berlebih pada otoritas, dan kecenderungan untuk melihat
demokrasi dari perspektif prosedural semata. Temuan i menggarisbawahi dampak
jJangka panjang dari indoktrinasi politik terhadap budaya demokratis suatu masyarakat.
Salah satu efek laten dari sistem pendidikan politik yang indoktrinatif adalah melemahnya
kapasitas warga negara untuk terlibat dalam diskursus publik yang konstruktf. Ketika
sistem pendidikan lebih menekankan pada transmisi keyakinan politik yang seragam
daripada pengembangan keterampilan deliberatif, maka masyarakat kehilangan kapasitas
vital untuk mengelola konflik dan perbedaan pendapat melalu dialog. Tidak
mengherankan jika polarisasi politik menjadi lebih akut di negara-negara dengan sejarah
panjang indoktrinasi politik, karena warga negara tidak dibekali dengan keterampilan
untuk berargumentasi secara rasional dan mendengarkan perspektif yang berbeda dengan
penuh penghargaan. Dalam jangka panjang, kondisi in1 mengancam stabilitas dan kohesi
sosial yang menjadi prasyarat bagi demokrasi yang sehat.

Menghadapi tantangan indoktrinasi dalam pendidikan politik, perlu dikembangkan
paradigma baru yang lebih emansipatoris dan demokratis. Pendekatan pedagogi kritis
yang dikembangkan oleh Freire (1970) menawarkan alternatif bagi model pendidikan
"banking" yang bersifat indoktrinatif, dengan menekankan pada dialog, refleksi kritis, dan
penghargaan terhadap pengalaman subjektif peserta didik. Dalam konteks pendidikan
politik, pendekatan 11 dapat diterjemahkan menjadi model pembelajaran yang
mendorong siswa untuk menganalisis secara kritis berbagai perspektif politik,
mengidentifikasi asumsi dan bias yang mendasarinya, serta mengembangkan posisi politik
mereka sendirt melalui proses reflektif dan dialogis (Eka et al., 2026). Implementasi
pedagogi kritis dalam pendidikan politk membutuhkan transformasi tidak hanya dalam
konten Kkurikuler, tetapi juga dalam metodologi pembelajaran dan pengembangan
kapasitas guru. Studi oleh Desai & Wane, (2022) menunjukkan bahwa efektivitas
pendidikan politik yang transformatif sangat bergantung pada keterampilan guru dalam
memfasilitasi dialog kritis dan menciptakan ruang aman bagi eksplorasi ide-ide yang
beragam dan kadang kontroversial. Oleh karena itu, program pengembangan profesional
guru perlu menekankan pada penguatan literasi politik kritis dan kemampuan fasilitatif
yang mendukung pembelajaran demokratis, bukan sekadar transmisi pengetahuan politik
yang telah ditentukan sebelumnya.

Reformulasi pendidikan politik juga perlu memperhatikan aspek inklusivitas dan
keberagaman perspektif. Tradisi pendidikan politik yang indoktrinatif seringkali
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meminggirkan suara-suara dari kelompok minoritas dan berperspektif Eurocentric atau
elite-centris, yang mengabailkan pengalaman dan kontribusi kelompok-kelompok
terpinggirkan dalam perkembangan politk (Banks, 2024). Pendidikan politik yang
mklusif perlu mengintegrasikan perspektif yang beragam, termasuk dari kelompok etnis
minoritas, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok terpinggirkan lainnya, untuk
membentuk pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika kekuasaan dan partisipasi
dalam arena politik. Dalam era digital, pendidikan politik perlu mengadopsi pendekatan
literasi media kritis yang membekali warga negara dengan Kketerampilan untuk
mengevaluasi informasi dan mengidentifikasi upaya manipulasi politik melalui konten
digital. Program literasi media politk yang dumplementasikan di negara-negara
Skandinavia dan Baltik telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan resistensi
masyarakat terhadap disinformasi politk dan propaganda. Model in1 menekankan pada
pengembangan kemampuan analiis dalam mengevaluasi sumber informasi,
mengidentifikasi bias dalam pemberitaan, dan membangun kesadaran kritis tentang cara
kerja algoritma media sosial dalam membentuk lingkungan informasi politik.

Pendidikan polittk di era demokrasi digital juga perlu menekankan pada
pengembangan kompetensi partisipatif yang memungkinkan warga negara untuk terlibat
secara efektif dalam proses-proses politik, baik online maupun offline. Kompetensi ini
mencakup pemahaman tentang mekanisme kerja mstitusi demokratis, keterampilan
advokasi dan mobilisasi, serta kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam
mengejar tujuan politik kolektif. Pendekatan in1 menggeser fokus pendidikan politik dari
sekadar pengetahuan konstitusional yang abstrak menjadi keterampilan praktis yang
dibutuhkan untuk partisipasi demokratis yang bermakna dalam berbagai konteks, dari
tingkat lokal hingga global.

4. KESIMPULAN

Kajian terhadap indoktrinasi dalam pendidikan politik mengungkapkan bahwa praktik
tersebut tidak hanya membatasi perkembangan intelektual peserta didik secara
individual, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi secara
keseluruhan. Indoktrinasi menghasilkan warga negara yang patuh namun pasif, yang
mungkin berpartisipast dalam ritual-ritual demokratis seperti pemilihan umum, namun
kurang mampu menjalankan fungsi pengawasan yang kritis terhadap kekuasaan atau
terlibat dalam proses deliberasi publik yang substantif. Dalam jangka panjang, kondisi ini
mengancam vitalitas sistem demokratis yang bergantung pada partisipasi warga negara
yang aktif, kritis, dan terinformasi dengan baik.

Transformasi pendidikan politik dari model indoktrinatif menuju model yang lebih
emansipatif dan demokratis memerlukan perubahan paradigmatis dalam cara kita
memahami tujuan pendidikan politik itu sendiri. Alih-alih memandang pendidikan
politik sebagai proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang telah ditentukan
sebelumnya, kita perlu memahaminya sebagai proses penguatan kapasitas warga negara
untuk memahami, mengevaluasi, dan terlibat dalam diskursus politik secara mandirt dan

reflektif. Pergeseran paradigma int memerlukan reformasi komprehensif yang mencakup
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desain kurikulum, metodologi pembelajaran, pendidikan guru, serta lingkungan sekolah
dan masyarakat yang mendukung.
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